PENGAYOMAN

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
DAN
PEMERINTAH DALRAH KABUPATEN KAUR
TENTANG ,

PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DAN
INDIKASI GEOGRAFIS

NOMOR : W.8.K1.09.01-288
NOMOR : 415.4- TAHUN 2021

September tahun Dua Ribu Dua

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan
Dan HAM

Puluh Satu, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Bengkulu kami yang bertanda tangan di bawah ini:

L. Dis. IMAM JAUHARL, MH | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hiikuim
dan HAM Bengkulu, berdasarkar{
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-
92.KP.03.03 Tahun 2020 tanggal 9 april
2020 dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bengkulu, yans
berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja
KM. 7 Bengkulu,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

rkedudukan di Jalan Jin.
Bahrun Padang Kempas
Kabupaten  Kaur berdasarkan Surf':lt
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 131.17-357 Tahun 2021
tanggal 17 Mei tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun
2020 dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Kabupaten Kaur,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

. Bupati Kaur, be

2. H.LISMIDIANTO,SH.M.H
Kol. Samsul
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Dalam ke

Pl dudukan g

ik, dengan terleby) N Jabatan tersebut dintas selanjutnya disebut Pare
a. Bah 1 dahuly Mmenerangkan hal-hul sebagal berikut:
Y& Indonesiq

2 adalah  negara yang kaya dengan  Sumber
Tr:'d‘zsion(;fnet{lc. Pengetahuan  Tradislonal,  dan  Ekspresi f;:d;:::
Intelektyal X yang kesemuanya terangkum  menjadi K‘; ,y';a n
dentitas | omunal serta Indilasl Geografis merupakan jati d r;m:”\ls
dike S bangsa Indonesia dan menjadi aset nasional yang
tkembangkan,  dilindungi, dipromosikan,  dilestarikan  dan
dimanfaatkan  gecara optimal untuk kesejahteraan rakyat dan
_ Mmenunjang pertumbuhan ekonomi nasional;
b. Bahwa Indikasi Geografis merupakan tanda yang mentnjukkan
daerah asal suatu barang, yang .karena faktor  lingkungan
geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi
dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada
barang yang dihasilkan; .
c. Bahwa pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap potens
kekayaan intelektual komunal merupakan tugas dan tanggung yawab
bersama Para Pihak,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat u;mgl:
a

mengadakan dan melaksanakan kerja sama dengan ketentuan Se€
berikut: ,
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Terjalinnya kerja sama dan komunikasi bagi Para Pihak dailam
meningkatkan efektivitas untuk menginventarisasi, memelihara, dalr:
menjaga kekayaan intelektual komunal serta mengembangkan produ

Indikasi Geografis;

2) Mewujudkan pusat data nasional kekayaan intelektual komunal;

3) Mewujudkan pemajuan - terhadap kekayaan intelektual komunal
dalam  rangka pelestarian yang meliputi pelindungan, pengembangarn,
dan pemanfaatan, serta pembinaan kekayaan intelektual komunal untuk
pembangunan nasional.

Pasal 2

OBYEK

Obyek Nota  Kesepahaman ini adalah  Pelindungan Kekayaan
Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis di Kabupaten Kaur

Pasal 3
RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1) Menyebarluaskan informasi di bidang Kekayaan Intelektual Komunal
dan Indikasi Geografis;
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Melakukan pertukaran

Kekayaan Intelel
tu
3 Mengemban A o

informasi dan inventarisasi data tentang
" unal;
gkan dan melindungi potensi produk Indikasi Geografis;

4) Kegiatan |aj
Pihak dj 'l;)(rjl nya yang disetujui dan saling menguntungkan bagi Para
ang kekayaan intelektual komunal dan Indikasi Geografis.
Pasal 4
PELAKSANAAN

l lgalam pelaksanaan  Nota Kesepahaman  ini Kepala Kantor Wilayah
ementerian  Hukum  dan  HAM  Bengkulu menunjuk Pejabat

dibawahnya untuk melakeanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya;

2 Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman' ini Bupati Kaur menunjuk
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Kaur untuk
melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

3) Dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk
segera menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota
Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal S5
PEMBIAYAAN

Semua biaya dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan kepadz.a. masing-
masing Para Pihak yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja
Sama.
Pasal &
JANGKA WAKTU
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima)
terhitung sejak ditandatangani Para Pihak.

tahun

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

andatangani Para Pihak dalam rangkap

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dit
masing mempunyai kekuatan hukum

2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-
yang sama.

PIHAK PERTAMA
'KEPALA KANTOR WILAYAH,

PIHAK KEDUA
BUPATI KAUR,

i) g ‘
fn n . {/,‘ ,‘
| METERAI e

t.—; TEMPEL \ e
, PF2DF2AIX260799921 N el
> N A

~

P
i1
%P

JPIAT

UH RIBU RU

)

000

e

#~ -~ { LISMIDIANTO,S.H.M.H

Dipindai dengan CamScanner R



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

